
Lampiran 1.  Daftar Pedoman Wawancara 

Daftar Pertanyaan Mendalam Kepada Pembuat Kebijakan Mengenai 

Manajemen Pelaksanaan Program Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan 

Kesehatan Dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem Pelayanan 

Kedokteran Keluarga di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2007 

Tanggal   : 

Waktu    : 

IDENTITAS INFORMAN 

Nama    : 

Jabatan   : 

Wilayah Kerja   : Provinsi Sumatera Barat 

A. INPUT 

1. Pertanyaan mengenai Kebijakan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 

Dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem Pelayanan Kedokteran 

Keluarga 

1. Kebijakan apa saja yang selama ini mendasari tentang munculnya 

hingga terlaksananya    program ini? 

2. Apa saja tujuan yang ingin dicapai dari program ini? 

3. Apa yang menjadi indikator keberhasilan program untuk dijadikan 

acuan? Sejauh mana program ini telah berhasil? 

4. Apakah ada dampaknya terhadap peningkatan manusia yang sehat 

secara mandiri setelah dikeluarkannya kebijakan mengenai program 

khusunya setelah dikeluarkannya Peraturan Gubernur no. 40 dan no. 

41 tahun 2007 mengenai pelaksanaan program ini? Seberapa besar 

dampak tersebut? 

 

2. Pertanyaan mengenai dana Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan 

Dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem Pelayanan Kedokteran 

Keluarga 
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1. Dari mana sumber dana untuk program? Adakah sumber dana selain 

dari pemerintah atau sumber dana disekitar wilayah kerja? 

2. Apakah dana yang diberikan mencukupi dalam pelaksanaan program? 

Jika tidak, apa saja upaya untuk mengatasinya? 

3. Apakah dana terealisasi sesuai jadwal yang ditetapkan? 

 

c.     Pertanyaan mengenai petugas pelaksana Program Pembiayaan dan Jaminan 

Pembiayaan Kesehatan Dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem 

Pelayanan Kedokteran Keluarga 

1. Berapa jumlah tenaga pelaksana Program Pembiayaan dan Jaminan 

Pembiayaan Kesehatan Dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan 

Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga? 

2. Apakah tenaga pelaksana tersebut sudah mencukupi? 

 

d.     Pertanyaan mengenai sarana Program Pembiayaan dan Jaminan Pembiayaan 

Kesehatan Dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan Sistem Pelayanan 

Kedokteran Keluarga 

1. Apakah sarana untuk pelaksanaan program telah terpenuhi? Jika 

belum, apa yang masih belum terpenuhi? 

2. Apa masalah/ kendala dalam mendayagunaan sarana? 

 

B. PROSES 

a. Pertanyaan mengenai perencanaan Program Pembiayaan dan Jaminan 

Pembiayaan Kesehatan Dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan 

Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga. 

1. Bagaimana rencana yang telah dibuat Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Barat dalam pelaksanaan program? 

2. Pihak mana saja yang yang terkait dalam perencanaan dan bagaimana 

cara mengambil keputusan? 

3. Apakah langkah-langkah dari perencanaan anggaran untuk 

pelaksanaan program ini? 

4. Bagaimana cara mengalokasikan dana ke setiap kegiatan yang terdapat 

pada program ini? 

5. Masalah/kendala apa yang terjadi dalam penganggaran? 
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b. Pertanyaan mengenai pengorganisasian Program Pembiayaan dan Jaminan 

Pembiayaan Kesehatan Dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan 

Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga. 

1. Bagaimana struktur organisasi? Pada bagaian mana terdapat program 

ini? 

2. Bagaimana cara Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat dalam 

pembagian petugas pelaksana program? Apakah program ini terasa 

membebani bagi petugas pelaksana program? 

 

c. Pertanyaan mengenai penggerakan Program Pembiayaan dan Jaminan 

Pembiayaan Kesehatan Dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan 

Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga. 

1. Bagaimana meningkatkan pemahaman staf tentang program? 

2. Apakah ada petujuk teknis bagi pelaksanaan program? 

3. Kegiatan apa yang menyerap dana yang paling besar? 

4. Adakah kegiatan yang dibutuhkan untuk mensukseskan pelaksanaan 

program ini, namun masih belum terlaksana? Adakah kegiatan yang 

sebaiknya tidak dilaksanakan? Apa pertimbangannya? 

5. Apa yang mempermudah pelaksanaan program (internal/ eksternal)? 

6. Seberapa aktif petugas pelaksana program melaksanakan program? 

7. Apa faktor yang mendukung motivasi dengan kerjasama tim dan 

apakah upaya untuk meningkatkan kinerja petugas? 

 

d. Pertanyaan mengenai pengawasan Program Pembiayaan dan Jaminan 

Pembiayaan Kesehatan Dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah dan 

Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga di tingkat Provinsi 

1. Apa masalah yang terjadi dalam pencapaian sasaran wilayah cakupan? 

Adakah intervensi dari pihak lain? 

2. Bagaimana cara mengontrol program agar berjalan optimal? 
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Lampiran 2 Matriks wawancara mendalam 

MATRIKS WAWANCARA MENDALAM 

Proses Penyerapan Dana dan Pencapaian Sasaran Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan 

Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga 

P1  P2

A. Input 

Kebijakan 

a. Pendapat tentang kebijakan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 

dan Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga 

Sesuai UUD kesehatan adalah hak setiap orang oleh karena itu 

diperlukan upaya agar semua dapat pelayanan kesehatan, bagi 

yang tidak mampu Depkes telah membuat program askeskin, tapi 

bagi orang yang memiliki cukup uang untuk makan tetapi tidak 

mampu mendapatkan pelayanan kesehatan maka diakomodir 

dengan APBD, melalui kesepakatan Gubernur untuk memberikan 

jaminan. Dialokasikanlah anggaran agar bisa direalisasikan dan 

didukung oleh Pergub. 

Kebijakan dari skala nasional adalah UUD 1945, UU no. 23 tahun 

1992 tentang kesehatan yang masih bersifat sukarela, tapi telah 

dikeluarkan lagi UU 40 tahun 2004 yang menyatakan memiliki 

jaminan sosial merupakan kewajiban seluruh masyarakat. 

Kemudian didukung lagi dengan UU 32 tahun 2004 tentang 

otonomi daerah yang menyatakan pemerintah daerah harus 

mengembangkan suatu sistem jaminan sosial. Untuk itu Provinsi 

Sumatera Barat mengeluarkan Peraturan Gubernur mengenai 

penyelenggaraan program Jamkesda ini. Namun dalam Pergub 

ternyata masih belum cukup karena belum ada reward and 

punishment, untuk itu Sumatera Barat berencana membuat Perda 

yang memiliki kekuatan hukum, namun hal tersebut masih dalam 
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proses, karena kita kesulitan dalam studi banding mengingat 

masih sangat sedikit Provinsi yang memiliki Perda. 

b. Pendapat tentang tujuan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan 

Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga 

Kita ingin memberikan pelayanan yang bermutu dan terjangkau. 

 

 

Kita ingin semua masyarakat dan pemerintah berperan dalam 

kesehatan, karena kesehatan merupakan masalah yang komplek 

karena berhubungan dengan berbagai macam aspek seperti 

pendidikan, ekonomi, budaya dan sebagainya. Untuk itu 

dibutuhkan peran serta masyarakat untuk mensukseskan program 

ini agar jumlah pelayanan kesehatan yang bermutu dan murah 

akan menjadi lebih banyak. Dengan begitu saya yakin akan 

mudah untuk mendeteksi dini penyakit yang ada didaerah, dan 

masalah kesehatan akan dapat diminimalisir. 

c. Indikator Keberhasilan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan 

Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga 

Secara umum kita akan melihat derajat kesehatan agar prevalensi 

penyakit bisa menurun, dan penyakit kuratif dapat ditangani. Tapi 

hal itu belum bisa kita hitung sendiri. 

Seharusnya derajat kesehatan, namun pengukurannya belum jelas 

karena BPS tidak menghitung secara detail setiap tahunnya, 

hanya menggunakan perhitungan yang agregat, yakni dengan 

memperkirakan dari perhitungan tahun lalu. jadi ya kita pake 

cakupan jumlah peserta saja sesuai target nasional yang ingin 

dicapai tahun 2007 itu sebesar 50%. Kalau target program sendiri 

ada di Pergub, tapi itu lebih menjadi indikator program jika telah 
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terlaksana dengan yang ditetapkan di Pergub. 

d. Dampak terhadap manusia sehat secara mandiri 

Pastilah akan berdampak, karena apabila terlaksana sesuai 

keinginan kita maksudnya dengan peran serta masyarakat maka 

mereka telah berpartisipasi dalam meningkatkan derajat 

kesehatan. Selain tu dengan penyuluhan hidup sehat dan bersih 

mudah-mudahan masyarakat juga bisa ikut melaksanakannya, 

bukan hanya minta pengobatan. 

Apabila jaminan kesehatan mandiri ini tercapai dalam arti berasal 

dari peran serta masyarakat maka sudah pasti masyarakat mandiri 

juga akan tercapai karena hal tersebut akan berbanding lurus. 

Dana 

a. Sumber dana Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Sistem 

Pelayanan Kedokteran Keluarga 

Sumber dana untuk bantuan iuran berasal dari APBD saja, tetapi 

untuk pelatihan dan kegiatan penunjang ada yang dari APBN.”

  

Sumber dana untuk bantuan premi program ini dari APBD, tapi 

untuk pelatihan dan sebagainya ada yang didanai APBN. 

b. Kecukupan dana Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Sistem 

Pelayanan Kedokteran Keluarga 

- Dananya jauh dari cukup ya, karena menurut saya harusnya 

anggarankan berdasarkan prioritas masalah. Namun disini hampir 

semua program perhitungannya pakai tahun lalu, jadi mau ga mau 

harus dicukupkan, padahal ada kegiatan yang tidak dialokasikan. 

c. Ketepatan waktu pencairan dana Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda) dan Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga 
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Tahun 2007, dana telat cairnya, bukan hanya untuk program ini. 

Tetapi memang APBD yang telat.” 

 

ya pencairannya terlambat, jadi pelaksanaan pun menjadi kurang 

optimal. APBN baru keluar awal Mei dan APBD dipertengahan 

Mei. 

Tenaga Pelaksana 

 Memang sudah ada tim, tetapi yang melaksanakan urusan teknis 

itu adalah Seksi JPKM, sedangkan disini hanya ada tiga orang, 

setelah satu staf saya melanjutkan sekolah dan satu lagi dimutasi 

kedaerah. jadi sebenarnya dengan hanya tiga orang, saya rasa 

jumlahnya kurang. 

Sarana 

Sampai saat ini belum ada sarana khusus, masih menggunakan 

sarana kantor. Mungkin kedepannya akan ada sarana khusus, 

seperti kantor dan alat kantor khusus.” 

 

 

Walaupun jumlah komputer di Dinas Kesehatan Provinsi 

Sumatera Barat dirasa mencukupi tetapi seksi JPKM sebagai 

pelaksana teknis program ini hanya memiliki satu komputer dan 

dirasa kurang dan kalau harus rebutan dengan yang lain jadi repot 

lagi. Selain itu kalu kita ingin ke lapangan terkadang kita harus 

bersabar menunggu giliran untuk menggunakan sarana 

transportasi. 

B. Proses 

Perencanaan 

a. Perencanaan program Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan 

Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga 

Sudah sesuai ya, sama saja dengan yang lain, hanya target saja Perencanaan program telah dirancang terlebih dahulu, saya 

Analisis manajemen..., Gisely Vionalita, FKM UI, 2008 Universitas Indonesia



yang tidak sesuai.Pada dasarnya semua perencanaan saya 
serahkan kepada Kepala Seksi sebagai pembuat konsep, termasuk 
program inovasi seperti ini.  Selain itu karena ini program baru 
jadi kita maunya dapat dukungan dari pemerintah, jadi waktu 
merancang untuk mendapatkan Pergub itu yang agak ribet.” 
 

sebagai konseptor telah merancang konsep awal dan sudah diback 

up dengan SK Gubernur. Proses merancang Pergub membutuhkan 

waktu yang cukup lama dan pertemuan yang sering sekali…..dan 

kita sebagai provinsi telah melakukan semua kegiatan yang dalam 

membuat perencanaan... 

b. Keterkaitan pihak luar dalam perencanaan Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda) dan Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga 

Konsep dari program ini dibuat oleh Kepala Seksi, sesuai Tupoksi 
dia, kemudian saya mengusahakan untuk mendapat dukungan dari 
Pemerintah Provinsi. Kemudian kita lakukan beberapa pertemuan 
dengan tim teknis dan tim Pembina yang sebelumnya belum 
dikukuhkan, lalu pada akhirnya baru kita mendapatkan Peraturan 
Gubernur.” 
  
 

Ya pihak lain yang terkait ada, yang tertulis dalam Pergub kita 

semua itu pihak luar ada yang Fakultas Kedokteran Unand, dari 

ahli hukum, ahli ekonomi dan sebagainya. Semua membantu 

dalam merancang Peraturan Gubernur, dengan konsep program 

yang telah dibuat JPKM sebelumnya. 

c. Langkah-langkah perencanaan anggaran Program Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan dengan Sistem Jaminan Kesehatan Daerah 

(Jamkesda) dan Sistem Pelayanan Kedokteran Keluarga 

Biasanya saya menandatangani anggaran yang telah dirancang 
oleh bina program yang menghitung sasaran yang akan ikut 
kemudian ditambah 50%. Sebelumnya Kepala Seksi JPKM juga 
meninjau lapangan dan mengevaluasi laporan tahun lalu dari 
kabupaten. 

Kita melihat dari laporan tahun lalu, dari hasil bimbingan teknis 

ke lapangan, melihat bagaimana aplikasi di Kabupten/Kota, 

kebijakan para Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, melihat animo 

masyarakat, kemudian kita kombine dengan laporan dan data 

yang ada, baru kita tentukan budget yang kira-kira diperlukan. 

Kemudian dilanjutkan oleh bagian bina program. 

d. Cara pengalokasian dana dalam kegiatan 
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Pengalokasian dana sesuai langkah-langkah yang ada, dengan 
membagi-bagi anggaran tersebut ke setiap kegiatan sesuai dengan 
keperluannya berdasarkan prioritas. 

Dari anggaran yang didapat, kita lihat dulu mana kegiatan yang 

menjadi prioritas, dipilih dari kegiatan yang lebih efektif/cepat 

dalam meningkatkan kemandirian masyarakat, mana yang lebih 

cepat dalam meningkatkan mutu. 

e. Masalah dalam penganggaran 

Karena ini program yang baru, dan tradisi yang menganggap 
gratis itu enak, maka sulit sekali untuk mengajak pemerintah 
Kab/Kota untuk mau merealisasikan anggaran yang telah 
disediakan. 

main set orang-orang di daerah masih gaya lama,dan semua 

terbuai dengan pelayanan yang gratis. Padahal gratis itu sama 

sekali tidak mendidik masyarakat untuk hidup sehat. Seandainya 

Pemerintah Kab/Kota bisa diajak kerjasama dan mau 

mengalokasikan dana sehingga dana dapat terealisasi sebesar 

100% maka tujuan dari program akan tercapai. Kemudian ada 

beberapa kegiatan yang tidak terlaksana karena ada potongan 

dana. Padahal itu kegiatan yang diperlukan menurut saya. 

Pengorganisasian 

a. Struktur organisasi 

Ya ada di JPKM dibawah Sub Bina Promosi Kesehatan dan 

Sumber Daya Kesehatan. 

 

...disini, di JPKM dibawah Sub Bina Promosi Kesehatan dan 

Sumber Daya Kesehatan. 

b. Pembagian wewenang 

Pembagian wewenang disini ya berdasarkan tupoksi masing-

masing. Semua harus bertanggungjawab terhadap tugas mereka. 

Itu gunanya struktur organisasi. Tetapi karena ada beberapa 

Saya hanya menggunakan apa yang ada, pengennya wewenang 

disesuaikan dengan pendidikan, tetapi kalau cuma ada tiga orang 

begini yang gimana, memang sebenarnya bisa pakai staf yang lain 

Analisis manajemen..., Gisely Vionalita, FKM UI, 2008 Universitas Indonesia



petugas yang tidak mau bertanggungjawab atas pekerjaan masing-

masing, maka timbullah tumpang tindih pekerjaan. Apalagi Seksi 

JPKM masih belum mendapat ganti stafnya yang keluar jadi ya 

cukup beban juga, Oleh karena itu kita bentuk tim pembina dan 

tim teknis yang ada di Pergub.  

tetapi kenyataannya sulit juga. Jadi pekerjaan ini sangat 

membebani, kalau kerja sesuai Tupoksi pasti tidak bisa 

dilaksanakan. Apalagi kadang-kadang staf saya tidak bisa 

melakukan tugasnya jadi saya harus turut campur, bahkan yang 

bukan tupoksi saya, saya tetap harus mengerjakannya. Mau 

complain juga susah karena ujung-ujungnya ini memang 

kewajiban Seksi JPKM 

Penggerakkan 

a. Pemahaman staf 

Wah kita disini sudah sangat sering melakukan pertemuan untuk 

pelatihan, biar semua mengerti betul akan tugas masing-masing. 

pelatihan sudah sangat sering, semuanya sudah dari Provinsi, 

Kabupaten, Puskesmas dan sebagainya. Bahkan salah satu staf 

saya ikutkan kepada tim teknis yang terdapat pada Pergub sebagai 

sekretaris, otomatis dia selalu ikut dalam pertemuan penyusunan 

Pergub. Mudah-mudah dapat meningkatkan pemahaman. 

b. Petunjuk teknis pelaksanaan program 

Sudah ada, ada di Pergub kita. Ada di Pergub, bahkan kita berlaku sampai 5 tahun, jadi ga perlu 

ganti-ganti tiap tahun. 

c. Kegiatan yang paling menyerap dana 

Subsidi premi untuk masyarakat agar memperlihatkan bahwa kita 
sungguh-sungguh ingin menunjukkan bahwa program ini 
memang untuk masyarakat. 

Kita pilih subsidi premi atau bantuan iuran karena itu penting 

untuk merangsang Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan 

anggaran yang besar juga. 

d. Kegiatan penunjang 
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Sosialisasi saya pikir masih kurang tetapi karena ada keterbatasan 

petugas jadi cuma bisa begitu. Tetapi kalau pelatihan ke Kab/Kota 

sudah sering, seharusnya Kab/Kota bisa meneruskannya. Karena 

semua sudah dibagi sesuai porsinya, jadi tidak ada juga kegiatan 

yang ga perlu dilakukan ya. 

Saya kesulitan mempromosikan program ini dibeberapa wilayah 

karena ada unsur money politic yang selalu meminta imbalan jika 

melakukan suatu program baru dan orang kita terbatas. Saya rasa 

ga ada kegiatan yang sudah dikerjakan tetapi tidak dibutuhkan, 

karena semua sudah dipikirkan dan didiskusikan. 

e. Faktor pendukung dari internal dan eksternal 

dari internal kita memiliki petugas dengan latar belakang 

pendidikan yang memadai dan cocok, seperti Kepala Seksi JPKM 

itu lulusan Amerika jurusan pembiayaan kesehatan. Kalau dari 

eksternal ya kita punya komitmen Gubernur sehingga mau 

mengeluarkan Pergub dan mengalokasikan dana yang besar yang 

menunjukkan keseriusan beliau. 

faktor eksternal adalah antusias masyarakat yang mau mengikuti 

program ini, khususnya masyarakat yang punya pendidikan tetapi 

gajinya masih dibawah UMP. Saya pernah bertanya pada 

masyarakat dengan kriteria yang sesuai dengan program ini 

mereka semangat ketika tau akan dibuat program seperti ini. 

Tetapi mereka ga ngerti harus bagaimana, itulah tugas pemerintah 

Kab/Kota untuk mengajak mereka, namun sayang, ada beberapa 

Pemerintah Kab/Kota tidak mau mengerti. Kalau internal saya 

merasa pendidikan saya cukup membantu, jadi tidak terlalu 

meraba. 

f. Keaktifan petugas pelaksana 

..ya itu sifat manusia ya. Ada yang rajin ada juga yang hanya mau 

mengerjakan tugas mereka. Saya hanya berharap agar tugas 

masing-masing individu dapat terlaksana dengan baik. 

Ya begitu la, karena ada yang kerjanya ga sesuai tupoksi yang dia 

punya. Kadang-kadang staf saya belum punya kesadaran diri 

untuk inisiatif melakukan pekerjaan mereka. 

g. Motivasi 

sampai saat ini belum ada, ya kaya kerja biasa aja dengan insentif Ya belum ada insentif dan penghargaan tambahan untuk 
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yang sama dengan ketentuannya. pelaksana program disini, jangankan duit penghargaan buat saya 

yang sudah berjuang untuk lulusin Pergub ga ada....., yah jadi 

motivasi dari diri kita sendiri aja. Supaya bisa mengerti bahwa 

kita disini untuk kerja. 

Pengawasan 

a. Masalah/hambatan dalam pengawasan 

Banyaknya penyimpangan pelaksanaan program yang tidak sesuai 

dengan yang tertulis di Pergub, hal ini disebabkan banyak 

pengaruh instansi terkait, misalnya pemerintah disana masih 

menganggap gratis itu jauh lebih baik. 

Politik yang kental bisa menghancurkan pembiayaan kesehatan. 

Kalau ada yang kampanye, biasanya selalu menjanjikan kesehatan 

gratis, tetapi hal tersebut merusak sistem dan program yang sudah 

susah-susah kita bikin. Jadi provinsi masih harus berjuang untuk 

meyakinkan program baru ini. 

b. Cara mengontrol program 

Seksi JPKM yang menerima laporan triwulan dari 

Kabupaten/Kota, jadi kita ngontrol dari laporan dan ada yang 

ngontrol ke lapangan juga. 

Laporan dari Kabupaten/Kota itu sering sekali terlambat bahkan 

ada yang tidak mengirimkannya. Jangankan laporan triwulan, 

laporan tahunan saja jarang sekali ada yang mau ngirim. Padahal 

kita sudah mengirimkan surat peringatan bahkan sampai dua kali. 

Tetapi karena tidak ada sanksi, banyak yang mengabaikan. Jadi 

saya juga bingung harus gimana, padahal sudah saya kasi 

formatnya, jujur saja pengawasan disini sangat buruk karena sulit 

mengontrol tanpa ada laporan. Kalau sudah bagitu kadang-kadang 

saya yang harus kesana untuk mengambil data yang penting, lalu 

dianalisis sendiri. Itupun kalau masih ada dana 
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C. Output 

Pencapaian target 

Ya itu tadi target kita masih belum tercapai, tapi ini juga karena 

program baru. Mudah-mudahan kedepannya semua Kab/Kota 

mau mengikuti Pergub yang telah usahakan itu. 

ya gitu lah, target belum tercapai. Cuma kalau saya, peserta 

memang belum bisa dipastikan. Tetapi minimal saya ingin 

partisipasi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota dulu, biar bisa ikut 

serta mensukseskan program ini. 
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Lampiran 3. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat 

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA 
BARAT 

BERDASARKAN PERDA NO. 1 TAHUN 2007 

KEPALA DINAS 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksi penanggulangan  
penyakit menular  

Seksi Penyehatan air dan 
pengamanan limbah  

Seksi JPKM  

Seksi Litbang  

Seksi Pendataan, 
evaluasi dan 
pelaporan  

Seksi DIKLAT  

Seksi penyehatan 
lingkungan dan matra  

Seksi Pengamatan dan 
pencegahan  penyakit  

Seksi GIzI 

Seksi obat & batra  

Seksi akreditasi  Seksi Peran serta 
masyarakat  

Seksi pelayanan 
kesehatan rujukan  

Seksi pelayanan 
kesehatan dasar  

Seksi Promosi 
Kesehatan  

Sub Dinas Bina Upaya 
Kesehatan  

Sub Dinas Bina 
Farmasi  

 

Sub Dinas Bina P2P/PL 
  

Sub Dinas Bina 
Promosi dan SD  

Kesehatan  

Sub Dinas Bina 
Program 

 

SUBBAG

Kepegawaian 

SUBBAG Umum & 
Perlengkapan  

SUBBAG 
Organisasi & 
Hukmas  

SUBBAG 
Keuangan  

Bag. Tata Usaha 
 

Klmpk. Jabatan 
Fungsional 

Seksi Penyusunan 
Program 

 

Seksi Informasi  

Seksi Napza dan 
korban narkotik  

Seksi Kesga 

Seksi kesehatan 
penunjang  
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